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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keberadaan masyarakat hukum adat dengan hak tradisional yang mereka 

miliki kerap kali berada dalam kedudukan yang terabaikan. Hal ini terlihat dari 

banyaknya pelanggaran terhadap hak masyarakat hukum adat ke berbagai aspek 

kehidupan, serta pengambil alihan tanah ulayat serta sumber daya agrarian lain 

oleh negara. Hak masyarakat hukum bersifat asli, yang eksistensinya sudah ada 

sebelum peraturan negara.
1
 Hak masyarakat hukum adat mencakup hak wilayah 

adat, kewenangan atas potensi alam, kesempatan untuk terlibat dalam 

pembangunan, hak spiritual serta kebudayaan, serta hak melindungi lingkungan 

hidup.
2
 Masyarakat hukum adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat 

ciri khas mereka melalui institusi tradisional pada bidang politik, ekonomi, dan 

sosial budaya.
3
  

Pengakuan atas masyarakat hukum adat masih tergolong lemah dan terus 

diperjuangkan.
4
 Pengakuan hak masyarakat hukum adat mencerminkan apresiasi 

negara pada nilai kemanusiaan, solidaritas, keadilan, serta HAM. Konstitusi 

                                                             
1
 Mayastuti, A., & Purwadi, H. (2023). Customary forest designation policy a realization of 

sustainable development goal achievements in Indonesia (study of indigenous peoples in Lebak 

regency Banten). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1180, No. 1, 

p. 012016). IOP Publishing.  
2
 Nadiyya, A.,Banjaransari, A. P. R. P, & Rosida, H. (2021). Menakar Undang_undang Mineral 

dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Hukum Lex 

Generalis, 2(3), 195-212. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.42    
3
 Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. Salimiya: Jurnal Studi 

Ilmu Keagamaan Islam, 2(4), 96-113. https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466  
4
 Christmas,S. K.,& Hardiyanti, M.(2020).Implementasi Pengakuan dan Penghormatan terhadap 

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying dan Kaitannya dalam Sustainable Development 

Goals. Jurnal Meta-Yuridis, 3(2). http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5739  

 

https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.42
https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466
http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5739


2 
 

menghormati hak masyarakat hukum adat seperti terdapat pada Pasal 18B ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan negara mengakui dan menghargai 

eksistensi masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya, sepanjang tetap ada 

mengikuti kemajuan masyarakat berdasar dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Undang-Undang. Meski secara konstitusional Masyarakat hukum 

adat beserta hak tradisional yang dimiliki serta dijaga, namun diskriminasi dan 

marginalisasi terhadap masyarakat hukum adat tetap terjadi. 

 Masyarakat hukum adat tidak hanya hidup bersama beban diskriminasi 

yang telah berlangsung lama, tetapi juga kehilangan akses terhadap tanah mereka 

beserta berbagai kekayaan alam yang ada di dalamnya. Mereka menjadi terpisah 

dari kehidupan budaya, sistem ekonomi, dan sistem kebudayaan yang mereka 

miliki. Secara politik mereka tidak mempunyai posisi yang kuat untuk 

bernegosiasi. Secara ekonomi, keberlangsungan hidup mereka rentan. Rasa 

kebersamaan serta identitas sebagai masyarakat yang bersumber dari akar yang 

sama mulai terancam akibat berbagai tawaran yang memecah belah. Integritas dan 

kemandirian mereka sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas kini 

terancam.
5
 

Selanjutnya hak masyarakat hukum adat disusun di Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, serta 

Budaya. Di samping itu, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

mengenai Ketentuan Pokok HAM menghadirkan jaminan perlindungan terhadap 

perbedaan serta kebutuhan masyarakat hukum adat, meliputi hak tanah ulayat. 
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Mahkamah Konstitusi mengakomodasi hak-hak masyarakat adat melalui Putusan 

Nomor 35/PUU-X/2012 yang membagi antar hutan adat dan hutan negara, dengan 

begitu putusan MK menganggap keberadaan hutan adat serta masyarakat hukum 

adat.
6
 

Sistem kekayaan intelektual, hak masyarakat hukum adat masih menjadi 

isu minoritas. Dari tujuh jenis kekayaan intelektual, hanya dua mengatur tentang 

hak masyarakat hukum adat, diantaranya merek maupun hak cipta. Melalui hak 

cipta, hak masyarakat hukum adat dapat dijaga sesuai Pasal 38 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya 

Tradisional dimiliki negara. Sedangkan dalam sistem merek serta indikasi 

geografis. Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Merek yang menjelaskan 

indikasi geografis dijaga jika reputasi, kualitas, serta karakteristiknya terjaga.  

Pasal 53 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa indikasi geografis 

hanya akan dilindungi setelah didaftarkan. Di sisi lain, proses pendaftaran indikasi 

geografis bukanlah hal yang sederhana terutama bagi masyarakat hukum adat, 

karena pendaftaran tersebut memerlukan dokumen deskripsi indikasi geografis 

yang akan diperiksa oleh tim teknis, suatu persyaratannya tidak diperlukan dalam 

pendaftaran merek biasa. Sistem kekayaan intelektual yang ada saat ini tidak 

mengakui hak komunal masyarakat hukum adat, bahkan paten seringkali 

digunakan untuk biopiracy atau pencurian keanekaragaman hayati mereka.
7
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PBB telah menginisiasi Convention on Biological Diversity yang 

mengakui hak masyarakat adat atas keanekaragaman hayati mereka, termasuk 

melalui konsep benefit sharing. Indonesia menyetujui konvensi ini sesuai 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, akan tetapi implementasinya masih belum 

jelas. Masyarakat hukum adat memandang kekayaan intelektual komunal seperti 

pengetahuan dan budaya tradisional sebagai warisan budaya milik bersama yang 

bersifat terbuka dan merupakan domain pada monopolisasi. 

Menurut pandangan islam kepemilikan adalah penguasaan terhadap suatu 

hal dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, serta mencakup 

kewenangan untuk mengambil tindakan atas apa yang dimilikinya selama tetap 

berada pada jalur yang benar secara hukum. Islam tidak memberikan batasan 

terhadap jenis usaha yang dapat dijalankan seseorang untuk memperoleh harta, 

maupun terhadap besarnya hasil yang diperoleh dari usahanya.
8
 Hal tersebut 

bergantung pada kapasitas, keterampilan, serta potensi masing-masing individu. 

Namun, apabila dijalankan secara wajar dan selaras dengan prinsip halal, maka 

tindakan tersebut dianggap sah secara hukum, benar secara moral dan akal, dan 

tidak menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun pihak lain. 

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: 

ءٍ عَلِيم    ًْ تٍ ۚ وَهُىَ بكُِلِّ شَ ىَٰ ىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰ مَاءِٓ  فَسَىَّ ا فًِ ٱلْْرَْضِ  جَمِيعًا ثمَُّ ٱسْتىََيٰٓ  إِلًَ ٱلسَّ هُىَ ٱلَّذِي خَلَ قَ لَكُم مَّ

٩٢۝  
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Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi 

untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia 

menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” 

(QS. Al-Baqarah : 29)  

Ayat QS. Al-Baqarah [2]: 29 menegaskan bahwa seluruh kekayaan dan 

sumber daya alam di bumi merupakan ciptaan Allah yang ditujukan bagi 

kesejahteraan seluruh umat manusia. Ayat ini mencerminkan konsep kepemilikan 

sebagai amanah (al-milkiyyah al-amanah), di mana manusia bukanlah pemilik 

absolut atas bumi, melainkan hanya berperan sebagai pengelola (khalifah fil ardh) 

yang memiliki tanggung jawab moral untuk memanfaatkan sumber daya tersebut 

secara adil, seimbang, dan bertanggung jawab.
9
 Dengan demikian, setiap bentuk 

pemanfaatan alam maupun pengetahuan tradisional harus berlandaskan pada 

prinsip kemaslahatan bersama dan bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi 

atau komersial. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Kekayaan Intelektual 

Komunal (KIK) dalam hukum Indonesia yang menekankan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas warisan pengetahuan 

dan sumber daya yang mereka lestarikan secara turun-temurun. 

Praktik biopiracy yaitu pengambilan serta pemanfaatan sumber daya hayati 

dan pengetahuan tradisional tanpa izin serta tanpa adanya pembagian manfaat 

yang adil bagi masyarakat pemiliknya. Praktik semacam ini jelas bertentangan 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, karena menjadikan 
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amanah Allah sebagai objek eksploitasi yang merugikan pihak lain. Dari sudut 

pandang Islam, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab 

manusia sebagai khalifah di bumi yang seharusnya menjaga keadilan dan 

keseimbangan alam. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar moral dan normatif 

bahwa pengelolaan sumber daya alam serta pengetahuan tradisional harus 

diarahkan pada kemaslahatan umum (maslahah „ammah), sekaligus menolak 

segala bentuk eksploitasi yang tidak adil dan mengabaikan hak masyarakat adat 

sebagai pemilik sah kekayaan komunal tersebut. 

Beberapa tindakan pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual Komunal 

masyarakat hukum adat terjadi ketika Perusahaan Jepang Shiseido melakukan 51 

permohonan paten untuk berbagai tanaman obat yang sebenarnya sudah 

dimanfaatkan masyarakat Indonesia sejak lama.
10

 Sejumlah bahan yang 

dimanfaatkan Shisesido antara lain kayu rapet (Parameria laevigata), kemukus 

(Piper cubeba), beluntas (Pluchea indica), mesoyi (Massoia aromatica), pule 

(Alstonia scholaris), pulosari, sintok (Cinnamomum sintoc), brotowali, kelabet, 

lempuyang, bunga cangkok, wolo (Borassus flabellifer), regulo (Abelmoschus 

moschatus), serta ekstrak cabai jawa dari keluarga Piperaceae.
11

 Melihat kasus 

diatas, pengetahuaan tradisional, sumber daya genetic, serta potensi indikasi 

geografis dikenal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) penting untuk 

diakui serta dicatat dengan resmi oleh negara. Dengan tujuan melindungi, 

                                                             
10 Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. Kekayaan Intelektual Komunal dalam 

Perspektif UU Hak Cipta Communal Intellectual Property In The Perspective Of Copyright Law. 

http://dx.doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.43483 
11
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melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan tersebut demi 

mendukung kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional. 

Tingginya klaim yang dilakukan negara lain terhadap tanaman obat di 

Indonesia yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal masyarakat 

hukum adat. Terjadinya pengambilan manfaat sumber daya alam serta 

pengetahuan tradisional Indonesia yang dilakukan pihak asing tanpa persetujuan 

resmi. Digunakan memproduksi obat-obatan dan kosmetik komersial 

menggambarkan lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual 

komunal yang diwariskan turun temurun masyarakat hukum adat.
12

 

Saat ini perlindungan terhadap hak komunal masyarakat hukum adat masih 

belum optimal. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat Indonesia 

mempunyai keanekaragaman sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional 

yang seharusnya dijaga melalui sistem Kekayaan Intelektual Komunal, yang jika 

dikelola dengan baik dapat mendapatkan nilai jual tinggi di pasaran. Dengan 

mempertimbangkan latar belakang diatas, penulis tertarik mrngambil judul skripsi 

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 

KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PRAKTIK 

BIOPIRACY DI INDONESIA” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

                                                             
12
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1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual 

komunal masyarakat hukum adat agar dapat mencegah praktik biopiracy di 

Indonesia? 

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual 

komunal masyarakat hukum adat terhadap praktik biopiracy di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual 

komunal masyarakat hukum adat agar dapat mencegah praktik biopiracy di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan 

intelektual komunal masyarakat hukum adat terhadap praktik biopiracy di 

Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat, baik dalam ranah teoritis 

maupun dalam penerapan praktis, yang rinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan temuan penelitian ini menjadi masukan bagi perkembangan 

ilmu hukum serta menjadi sumber referensi dalam pengelolaan kekayaan 

intelektual komunal masyarakat hukum adat di Indonesia. Hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang serupa 

di bidang kekayaan intelektual komunal. 
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b. Penelitian ini bertujuan memberikan perspektif baru dalam politik hukum 

mengenai perlindungan kekayaan intelektual komunal yang di 

implementasikan melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan manfaat untuk kepentingan bersama, terutama dalam 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat hukum adat. 

b. Sebagai bahan renungan bagi para pembuat kebijakan hukum untuk 

merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih efektif dalam 

perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan sumber daya 

genetik masyarakat adat. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah alur berpikir atau pola penelitian yang digunakan 

sebagai landasan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian terhadap objek 

yang dituju. 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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Kerangka berpikir ini menjelaskan keterkaitan antara praktik biopiracy dan 

upaya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) milik 

masyarakat hukum adat di Indonesia. Praktik biopiracy muncul ketika 

pengetahuan tradisional serta sumber daya genetik masyarakat adat digunakan 

pihak asing tanpa disertai izin atau tanpa dilakukan pembagian keuntungan yang 

merata, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat dan negara. Untuk 

mengatasi hal tersebut, dibutuhkan dasar hukum yang kuat serta menyeluruh. 

Pada masa kini, perlindungan terhadap KIK ada di beberapa peraturan, seperti 

diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 

dan 9, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 70 ayat (2), serta UU No. 20 

Tahun 2016 terkait Merek serta Indikasi Geografis Pasal 56 ayat (1) dan (2), 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protocol Nagoya 

Pasal 1 ayat (1), serta PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang KIK Pasal 1 ayat (1) dan 

Pasal 33. Aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi perlindungan ekspresi 

budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, serta potensi 

indikasi geografis sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. 

Perlindungan hukum terhadap KIK dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu 

perlindungan positif dan perlindungan defensif. Perlindungan positif diwujudkan 

dengan pembentukan regulasi dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, 

salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 

mengenai Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun perlindungan defensif melalui 

pendataan dan pencatatan resmi di Pusat Data Nasional KIK (PDN KIK) sebagai 

langkah pencegahan terhadap klaim atau penyalahgunaan oleh pihak asing. 
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Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap KIK masih 

menghadapi berbagai hambatan. Dari segi struktur hukum, koordinasi antar 

lembaga belum berjalan efektif. Dari sisi substansi hukum, aturan mengenai KIK 

masih tersebar di berbagai peraturan yang belum komprehensif. Sedangkan dari 

sisi budaya hukum, kesadaran masyarakat terutama masyarakat hukum adat 

mengenai pentingnya pelindungan terhadap KIK masih perlu ditingkatkan. 

Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah serta masyarakat adat dalam 

memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap KIK. Dengan kerja sama yang 

terarah, perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana hukum untuk mencegah praktik biopiracy, tetapi juga 

sebagai upaya pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta 

penguatan kedaulatan bangsa Indonesia. 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian ialah proses ilmiah berlandaskan metode, sistematika, serta 

pemikiran tertentu, bertujuan mempelajari satu atau lebih gejala hukum dengan 

cara menganalisis.
13

 Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis 

dalam mengumpulkan data diperlukan berbagai cara, diantaranya: 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan (statue approach). Metode ini digunakan mengkaji dengan 

menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan di dalamnya.
14

 

Pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui mengkaji seluruh 

                                                             
13

 Khudzaifah Dimyati& Kelik Wardiono, (2004), Metode Penelitian Hukum. Hal 4 
14

 Peter Mahmud Marzuki, (2007), Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Jakarta:Rajawali Press, hlm.137 
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peraturan serta regulasi yang relevan terhadap masalah hukum yang menjadi 

fokus penelitian. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini memakai data sekunder sebagai sumber informasi. Data 

sekunder didapatkan melalui dokumen hukum atau studi literatur, ini 

mencakup dokumen-dokumen hukum: 

a) Bahan Hukum Primer 

a. Pancasila  

b. Batang Tubuh UUD NRI 1945 dalam Pasal 18 dan 28 

c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5 ayat 

(1), Pasal 8 dan 9 

d. Undang-Undang  No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 70 ayat (1) 

e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis Pasal 56 ayat (1) dan (2) 

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protocol 

Nagoya pasal 1 ayat (1) 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan 

Intelektual Komunal (KIK) Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Dokumen hukum sekunder digunakan untuk menafsirkan 

dokumen hukum primer agar mempermudah pemahaman serta analisis.
15

 

Penelitian ini memanfaatkan beberapa dokumen hukum sekunder 
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 Soerjono Sukanto, (2003), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hal.23 
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meliputi buku, jurnal hukum, serta dokumen lain yang relevan dengan 

topik penelitian.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah prosedur yang dipakai peneliti 

mendapatkan data yang diperlukan. Metode yang digunakan penelitian ini 

adalah studi literatur melalui penelusuran referensi dan dokumen, tidak hanya 

dokumen resmi tetapi juga data dikumpulkan dari berbagai sumber, 

diantaranya buku, jurnal, literatur, catatan, majalah, surat kabar, laporan dan 

referensi tambahan yang sesuai tema penelitian. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini melalui metode kualitatif yakni 

pendekatan yang menghasilkan deskripsi analitis berdasar perilaku nyata 

yang diamati serta dipelajari secara menyeluruh.
16

 Penelitian deksriptif 

bertujuan menelaah peristiwa di masyarakat dengan membutuhkan data 

penelitian, melalui tahapan mengumpulan, analisis, penyajian, serta 

menafsirkan data. 

G. Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian, serta sistematika penelitian. 

                                                             
16

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015), Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Penelitian 

Terdahulu, Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Perlindungan 

Hukum, Masyarakat hukum adat, Praktik Biopiracy, serta 

Penegakan Hukum. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meliputi pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Atas 

Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Hukum Adat terhadap 

Praktik Biopiracy di Indonesia. Serta Penegakan Hukum terhadap 

Pelanggaran Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Hukum 

Adat terhadap Praktik Biopiracy di Indonesia 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi Kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian 

dan saran yang memberikan masukan terhadap permasalahan yang 

diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


